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ThrTAxG

bahwa sehubungan dengan pelantikan dan
penyetaraan jabatan fungsional pegawai negeri sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, maka
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangal Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sumenep tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini
sehingga perlu digarti;
bahwa untuk melaksala-kan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15
Tahun 2O2O tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (abupaten Sumenep serta
ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Sbuktur
Orgalisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan
penyederhanaan terhadap unit organisasi jabatan
administrasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Mengingat

b

a.

c

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Talun 2004 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimala telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6398);

DENGAIT RAHMAT TI'IIAN YAI{G MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (kmbafan Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ter|l.alrg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahar Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimala teLal diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (kmbaran NegaE Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dal Pengawasan ataa Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 l.f-nt-a]]g
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2071 tentang Pembentukan Peraturan
Perundalg-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Daerah lhbupaten/Kota YaJIg
Melaksanakar Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi Pada lnstansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 te,r.tang
Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaraa Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2021 Nomor 01).

PERATI'RAT BI'PATI TENTAITG KEDI'DI'XAIT, SUST'IIAII
ORGAI{ISASI, TUGAS DAIT FI'I{GSI SERTA TATA I{IR.JA
BADA.IT KEPEGAWAIAIT DAIT PEITGEUBA.IIGAIT SUIIBER
DAYA UANUSIA KABI'PATEN SUMENEP.

BAB I
rBTEI{TI'AIT I'MI'M

PaEal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri atas Sekrctariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan
Kecamatan.

6. Badan Daerah adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangal Sumber Daya Manusia l<abupaten
Sumenep.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:



7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewena::g dan
ha-k seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.

8. Jabatan Fungsional adala}t kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan
hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan
organisasi yarg dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlial dan/atau keterampilan
tertentu yarg bersifat mandiri.

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Fungsional pada instansi
pemerintah.

BAB II
XEDI'DT'XA.IT DIIIT SUSUNAX ORGAITISASI

Pasal 2

( 1) Badan merupakan pelaksana Urusan Pemerintalan
pada unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia.

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukaa dibawal dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

PaBal 3

(1) Susunan Organisasi Badar sebagaimala dimaksud
dalam Pasal 2, terdiri atas :

a- Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Penilaian Kineda Aparatur dan
Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi,
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur,
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Seketa-riat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di

bawah dan bertanggun$awab kepada Kepala Badan.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.



BAB III
TUGAS DAI{ FUIIqSI

Baglatr Kcsatu
Badan

Pa*l 4

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah kabupaten pada unsur penunjang urusan
pemerintahan di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia serta tugas
pembantuan.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan pengoordinasian program kerla

pelaksanaan tugas kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;

b. perumusan kebrjalan dan penetapan rencana
program dal kegiatan Badan;

c. penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan
pengelolaan informasi kepegawaian :

d. penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur,
pembinaan, penghargaan, dan kesejahteraan
pegawai;

e. penyelenggaraan mutasi, promosi, pengembangan
karier dan pengembangan kompetensi aparatur;

f. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi
kelembagaan profesi Aparatur Sipil Negara;

g. pelaksanaan evaluasi darr monitoring
penyelenggaraan kegiatan; dan

h. pelalsanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Baglan Kedua
Sekrctariat

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b, Sehetariat mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan
mengendalikan kegiatan adminisbasi umum,
perlengkapan, kearsipan, kepegawaian, penyusunan
program, perencanaan dan keuangan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan, program, evaluasi,
pelaporaa dan anggaran serta koordinasi
penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

b. pelayanan administrasi umum, surat menyurat,
kearsipan, ketatalaksanaan serta pembinaan dan
administrasi kepe gawaian ;



c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan aset, rumah tangga dan perlengkapan;
e. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Organisasi

dan Tata laksana; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan tugas pokok dart fungsinya.

(l) Sub Bagian Program dan Perencanaan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1,
mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan pen)-usunan rencana, program,
kegiatan dan anggaran;

b. menyiapkan baharr analisis dan evaluasi
penyusunan laporan pelaksanaan program dan
anggaran;

c. menyiapkan bahan penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan penyusunan regulasi program
kegiatan;

d. menyiapkan bahan Penyusunan Laporan Kinerja
Prograrn; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b argka 2, mempunyai tugas:
a. menghimpun dan menyiapkan bahar penyusunan

rencana pelaksanaan anggaran;
b. melakukan verifikasi dan penatausahaan

keuangan;
c. melaksanakan tugas kebendaharaan;
d. menJrusun pembukuan keuangan, urusan

akuntansi dan laporan pertanggungjawaban
pengeloLaan keuangan;

e. menyiapan bahan pemeriksaan dan tanggapan
atas laporan hasil pemeriksaan;

f. memelihara dan mengamankan dokumen
administrasi keuangan; darr

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Pagal 7

(1) Bidang Penilaian Kineda Aparatur dan Penghargaan,
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas datam perumusan kebijakan dan
pelatsanaal penilaian kineda, pembinaan dan
penghargaan aparatur.

Pasal 6

Baglan Ketlga
Bldeng Penllalan KluerJa Aparatur dar Psnghargaan



(2) Bidang Penilaian Kineqa Aparatur dan Pengha-rgaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebUakan penilaian kinela,
pembinaan dan penghargaan;

b. perencalaan pelaksanaan kegiatan penilaian
kinerja, pembinaan dan penghdgaan;

c. pengoordinasian kegiatan dan evaluasi hasil
penilaian kinef a aparatur;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi
pelaksanaan penilaian kineqa, pembinaan disiplin
dan pemberian penghargaan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan penilaian kine{a, pembinaan dan
penghargaan; dan

I pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Baglan Keempat
Bldsrg tr[utasl dan Promosl

Pasal 8

Baglan Kellma
Bldang Pengadaan, Pemborhontlan dan Informarl

Pasal 9

(1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( I ) huruf e,
mempunyai tugas dalam penyusunan kebijakan dan
pelaksanaan pengadaan, pemberhentian, data dan
informasi, serta fasilitasi profesi Aparatur Sipil Negara.

(1) Bidang Mutasi dan Promosi, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1] huruf d, mempuyai tugas dalam
perumusan kebijakan dan pelaksanaan mutasi,
kepangkatan, pengembangan karier dan promosi
Aparatur Sipil Negara (ASN).

(2) Bidang Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. pemmusan kebijakan mutasi, promosi,
kepangkatan dan pengembangan karier pegawai;

b. penyelenggaraan, pengorganisasian, pelaksanaan
verifikasi dokumen proses mutasi dan promosi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
mutasi dan promosi;

d. pelaksanaan administrasi kepangkatan dan
kenaikan gaji berkala;

e. pelaksanaan pengembangan karier pegawai; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang di berikar oleh Kepala

Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



(2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian darl Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian
dan informasi;

b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis darr jumlah
jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;

c. penyelenggaraan pengadaan Aparatur Sipil Negara;
d. pengoordinasian pelaksanaan administrasi

pemberhentian, pelaksanaan verifikasi dokumen
administrasi pemberhentian dan verifikasi
database informasi kepegawaiar ;

e. pengoordinasian p€nyusunan informasi
kepegawaian;

f. pelaksanaan fasilitasi lembaga dan pengembangan
profesi Aparatur Sipil Negara;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan
informasi; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Baglan Kecnam
Bldang Psngcmbangan Kompctcnrl Aparatur

Palal 1()

(1) Bidang Pengembargan Kompetensi Apa.ratur,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf I
mempunyai tugas dalam pelaksanaan kebutuhan
pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan sertifikasi,
kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis dan
fungsional serta pengembangal kompetensi apa.ratur.

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan pengembangan kompetensi;
b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
c. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan

peniLaian kompetensi Aparatur Sipil Negara;
d. pelaksanaan perencanaan kcbutuhan pendidikan

dan pelatihan penjenjangan dan sertifikasi;
e. pelaksalaan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan telois fungsional;
i pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pengembangan kompetensi; dart
g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Bagla.a NetuJuh
Kelompok Jabatan Fung.ional

Pasal I I

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
perundang-undargan,

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf
d, huruf e, huruf f dan Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri
atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya/ ketrampilannya.

{2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelalsana
fungsi pelayanal fungsional sesuai dengan ruang
Iingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan
tinggi pratama.

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melaksanakan tugas membantu Pejabat Adminisbator
dalam penlrusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan pada satu kelompok aubstansi pada masing-
masing pengelompokan uraian fungsi.

(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan tinggi pratama.
(5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
TATA XERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala
Badan, Sekrctaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta
instansi lain diluar pemerintah kabupaten sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib
mengawasi bawahannya masing-masing dan bila
tedadi penyimpangar aga.r mengambil langkah-
Iangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.



(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada
atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

(6) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan ke{a.

Pacsl 14

Atas dasa-r pertimbangan daya guna dan hasil guna,
masing-masing pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dapat
mendelegasikan kewenangan-kewenangan teitentu kepada
pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAA V
PEITGISfAIT JABATAIT

Pasal 15

(1) Kepala Badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Apa-ratur Sipil Negara yang memenuhi syaJat atas usul
Sekretaris Daeral sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlalcu.

(2) Perangkat Daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan
pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan
jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib
memenuhi persyaratan kompetensi:
a. teloris;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Aparatur Sipil Negara yang menduduki
jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi
kompetensi pemerintahan.



(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi
pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan
penga.laman beke{a secara teknis yang dibuktikan
dengan sertifikasi.

(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan,
pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman
kepemimpinan.

(7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman ke{a
berkaitam dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan
kebangsaaan.

(8) Kompetensi sebagairnana dimaksud pada ayat (4)

antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dart
ketrampilan yang terkait dengan kebijakan
Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan
daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan
daerah, Urusan Pemerintahan yartg menjadi
kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah l(abupaten,
serta etika pemerintahan.

(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
.IENJAITG .'ABATA.!T

Paral 16

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama yang setara dengan Eselon II.B.

(2) Sekretaris Badan merupa-kan Jabatan Adminisbator
yalg setara dengan Eselon III.A.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator ya]1g

setara dengan Eselon lll.B.
(4) Kepala Sub Baglan merupakan Jabatan Pengawas yang

setara dengan Eselon IV.A.

BAB VII
ATURAI{ PERALIHAN

Pagal 17

Pejabat Adminis[asi yang disetara]an dalam Jabatan
Fungsional melaksanakal mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya,
sampai dengan peraturan yang mengatur mengenal
penyederhanaan birokrasi berlaku.



Pasrl 18

Pelaksanaar mekanisme koordinasi dan pengelol,aan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang
diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasql 19

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal l8 ditetapkan dengan Surat Keputusan
pejabat pimpinan ringgi pratama.

Paral 20

Bagan Struldur Organisasi Badan tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paral 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sumenep Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, TUgas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep (Berita
Daerah Kabupaten Sumenep "fahun 2O2l Nomor 107),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paco,l22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

BAB VIII
XETE TUAIT PEITUTI'P

Ditetapkan di
pada tanggal

Sumenep

2 0 JUN 2022
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